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Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB

Wulan Purnamawati1

Alumnus, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT
There were some problems related to United Nations (UN) Security Council reformation. The UN experienced chronic 
financial problem so that it was proposed to include other contributors aside from the USA, such as Japan and Germany, 
as the the permanent members of the Security Council. They were expected to overcome the UN financial problem. 
However, this plan potentially was threatened politically by other nation forces that wanted to prevent this process from 
happening. Those other nations did not want Japan and Germany to have higher position in the UN. This study found 
that in case the reform was carried out, the approximation of UN Security Council and the permanent members of UN 
would not be comparable. It explained that the Article 23 and Article 27 of the Amendment did not offer good position 
bargain, and that the UN would still be dominated by developed countries.
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Pertama kali didirikan pada 24 Oktober 1945, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membawahi 
lima organisasi utama. Pertama, Majelis Umum 
(MU). Dewan Majelis ini berfungsi sebagai pelaksana 
sekaligus menyediakan forum untuk membicarakan 
permasalahan internasional yang dialami oleh 
masing-masing negara. Begitu pula dengan sidang 
tahunan PBB yang juga menjadi salah satu bagian 
tugas dari MU. Kedua, Dewan Keamanan (DK) 
sebagai sebuah dewan yang memiliki tugas sebagai 
penjamin serta menjaga perdamaian dan keamanan 
internasional. Sesuai dengan pasal 1 piagam PBB, 
maka Dewan Keamanaan ini lebih di dominasi oleh 
negara-negara pemenang Perang Dunia II seperti Uni 
Soviet (Rusia), Inggris, Perancis, Amerika Serikat, 
dan Cina. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial (DES). 
Dewan ini lebih fokus dalam tugas penelitian serta 
melakukan pelaporan atas keadaan yang berhubungan 
dengan kemanusiaan, pengungsi, sosial-ekonomi, 
budaya, pendidikan, kondisi buruh, dan lain-lain. 
Keempat, Dewan Perwalian (DP). Berbeda dengan 
ketiga Dewan di atas, DP lebih berfungsi sebagai 
sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk 
melakukan perwalian atas wilayah-wilayah yang 
sekiranya belum memiliki pemerintahan sendiri 
dengan mengatasnamakan komunitas internasional. 
Kelima, Mahkamah Internasional (MI). Organisasi 
ini memiliki tugas lebih pada penanganan masalah-
masalah internasional dengan mendasarkan pada 
hukum internasional.

Reformasi Baru di PBB 1950–2004

Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja 
organisasi, kelima organisasi PBB telah melakukan 
apa yang disebut dengan proses reformasi. Proses ini 
sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950an, dengan 
lebih menitikberatkan pada upaya memberikan 
bantuan kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB 
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satunya 
seperti yang dilakukan oleh Sekjen PBB Trygve 
Lie yang memulai dengan membentuk kelompok 
tiga ahli serta komite peninjauan gaji pada tahun 
1957. Hal serupa juga dilakukan oleh Sekjen PBB 
Haarmarskjold pada tahun 1960 dengan membentuk 
kelompok delapan ahli. Dalam perkembangannya, 
dibentuklah apa yang disebut dengan joint Inspection 
Unit (JIU) 1968 dengan tugas untuk memperbaiki 
semua fungsi dalam badan PBB. Keberadaan dari 
JIU ternyata cukup efektif terbukti dari adanya 
banyak respon usulan dari negara-negara barat untuk 
menghapus tidak kurang 14 posisi asisten dan wakil 
Sekjen pada tahun 1980 saat jabatan Sekjen PBB 
masih dipegang oleh Boutros-Boutros Ghali.

Pada tahun 1989, PBB kembali merestrukturisasi 
sistem di atas dengan melakukan perbaikan 
koordinasi pada setiap bidang selain mengorganisir 
kembali Sekretariat PBB. Upaya ini yang kemudian 
dilakukan oleh Kofi Annan saat menjabat sebagai 
Sekjen PBB 1997 dengan mengadakan reformasi 
struktural pada anggaran serta pengurangan staff. 
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Kofi Annan juga lebih memfokuskan perbaikan pada 
DES, DK maupun melakukan reformasi keuangan 
PBB. Selain melakukan berbagai perbaikan 
intern, mulai tahun 2002 Kofi Annan juga banyak 
menggelar pertemuan untuk membahas masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. 
Keinginan akan adanya perubahan dalam tubuh PBB 
tampaknya semakin kian diperlukan, terlihat dari 
usaha menegaskan kembali usulan reformasi pada 
HUT PBB 24 Oktober 2004.

Reformasi ditujukan untuk melakukan perubahan 
dalam tubuh PBB dalam menghadapi ancaman-
ancaman baru, seperti ancaman ekonomi dan sosial 
termasuk kemiskinan, wabah menular, degradasi 
lingkungan, konflik antar negara, konflik internal, 
termasuk perang sipil dan genosida, nuklir, 
radiologikal, senjata kimia dan biologi, terorisme dan 
kejahatan transnational. Pada saat peringatan tersebut, 
permasalahan reformasi DK kembali digagas oleh 
sebagian besar peserta, meski terdapat perbedaan di 
antara negara-negara berkembang dengan negara-
negara maju terutamanya mengenai pemikiran 
reformasi. Negara-negara maju berpendapat bahwa 
reformasi dapat diartikan sebagai perubahan struktur, 
menghentikan program-program yang telah usang 
dan reorganisasi aparat antar pemerintahan agar lebih 
efisien dan lebih representatif. Sementara negara 
berkembang lebih cenderung menginterpretasikan 
reformasi sebagai sebuah perubahan struktur 
yang perlu dibenahi kembali, termasuk dengan 
melakukan perubahan dalam piagam PBB. Negara 
berkembang menitikberatkan reformasi ini sebagai 
usaha dalam memperbaiki kinerja DK PBB yang 
dirasa makin tidak efektif. Ketidakefektifan DK 
mulai terasa semenjak dimulainya perang antara 
Irak dengan Amerika Serikat (AS) 2003. Sebagai 
salah satu anggota DK PBB, Amerika Serikat sering 
menggunakan hak veto secara tidak bijaksana. 
Sejarah penggunaan hak veto telah dimulai setahun 
setelah PBB didirikan terutama oleh lima negara 
anggota tetap PBB. Dominasi maupun monopoli hak 

veto umumnya banyak dipakai oleh negara-negara 
besar seperti Amerika Serikat serta Rusia (Uni 
Soviet).

Usul agar diadakan reformasi dalam tubuh DK 
PBB juga dipicu oleh munculnya banyak perdebatan 
akibat penyalahgunaan hak veto terutama oleh 
anggota tetap DK PBB. Ini seperti terlihat dari 
penggunaan hak veto pada perang Korea oleh Uni 
Soviet. Kedua, penyalahgunaan hak veto dalam 
penyelesaian konflik terusan Suez 1956 antara 
Inggris dan Perancis. Serta ketiga, ketidakpedulian 
AS pada himbauan PBB untuk menghentikan invasi 
atas Irak pada tahun 2003.

Dewan Keamanan dan Hak Veto PBB

Ketidakefektifan maupun penyalahgunaan hak 
veto dalam setiap kinerja DK PBB mengharuskan 
untuk dilakukan serangkaian proses reformasi 
dalam Dewan ini. Proses reformasi paling awal 
dimulai pada tahun 1965 sebagai hasil gagasan dari 
18 negara di Amerika Latin serta negara-negara di 
kawasan Asia dan Afrika pada tahun 1956. Gagasan 
ini di antaranya berisi tuntutan perluasan keanggotan 
tidak tetap dari DK PBB menjadi 10 negara anggota. 
Gagasan ini mulai terwujud tahun 1965 setelah 
melalui proses amandemen Pasal 23 dan 27 piagam 
PBB yang berhasil mendapat ratifikasi sebanyak 
duapertiga anggota PBB. Pada tahun 1979, negara-
negara Asia seperti India, Aljazair, Argentina, 
Bangladesh, Bhutan, Guyana, Maldiva, Nepal, 
Nigeria dan Srilangka meminta DK PBB untuk 
kembali mengubah 10 negara anggota tidak tetap 
DK PBB menjadi 14 negara anggota. Gagasan ini 
tidak mendapat tanggapan dari DK–PBB.

Pada tahun 1992, negara-negara yang tergabung 
dalam Gerakan Non-Blok kembali menggagas 
proposal untuk membicarakan kinerja PBB, 
khususnya DK. Pada saat itu negara-negara ini 
membuat proposal yang berisi masukan reformasi 
DK PBB. Proposal ini kemudian menjadi dasar 

Tabel 1. 
Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap DK PBB Berdasarkan Konflik Internasional

Tahun
Negara Pengguna Hak Veto  
yang Mendominasi

Konflik

1946-1966 Uni Soviet, Inggris, Perancis Kebanyakan pada periode ini konfliknya berkaitan dengan masalah pelamar 
keanggotaan PBB, konflik agresi ke Republik Korea, Terusan Suez, India-
Pakistan, Timur Tengah.

1966-1986 Uni Soviet, AS Konflik Timur Tengah, Konflik Benua Afrika (Zimbabwe), Konflik Vietnam

1986-2004 AS, Inggris Konflik Timur Tengah (Israel-Palestina), Perang Irak

Sumber: Diolah berdasarkan data dari United Nations dan Sydney D. Bailey beserta Sam Daws, “Subject of The UN Security Council Vetoes”, The 
Procedure of The UN Security Council, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1998).
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terbentuknya Resolusi 47/62 yang menginstruksikan 
Sekjen untuk mengundang negara-negara anggota 
PBB untuk berpartisipasi menyerahkan essay 
mengenai komentar negara tentang reformasi DK 
PBB. Sebagai hasilnya, mayoritas menyatakan bahwa 
mereka tidak setuju dengan komposisi dan metode 
kerja DK PBB pada saat itu. Usaha ini dilanjutkan 
kembali di tahun 1993 yakni dengan membentuk 
lima kelompok kerja terbuka atau Open Ended 
Working Group salah satunya adalah kelompok 
kerja terbuka yang membahas masalah reformasi 
DK PBB. Pertemuan-pertemuan yang digelar oleh 
kelompok kerja ini terjadi sampai tahun 2002.

Dibawah pimpinan Razali Ismail 1997, kelompok 
kerja ini menghasilkan proposal yang bernama Razali 
Plan. Dalam proposal diusulkan agar reformasi DK 
PBB lebih terfokus pada perluasan keanggotaan tetap 
dari negara baru, yakni masing-masing diusulkan 
dari dua negara industri serta tiga negara dari dunia 
ketiga yang mewakili kawasan Afrika, Asia, serta 
Amerika latin termasuk Karibia. Razali Plan juga 
mengusulkan untuk meningkatkan keefektifan 
pengambilan keputusan anggota DK PBB dengan 
cara selalu melakukan konsultasi diantara anggota-
anggota DK PBB dengan negara penerima keputusan. 
Dalam Razali Plan diusulkan pula adanya kerjasama 
antara DK PBB dengan organ-organ penting lainnya 
untuk meningkatkan transparansi. Tahun 2002, 
dikeluarkan 2 bahasan (cluster) seputar reformasi 
DK PBB antara lain berkaitan dengan pengambilan 
keputusan DK (termasuk didalamnya penggunaan 

hak veto) yakni, perluasan keanggotaan DK PBB, 
dan metode kerja DK juga tranparansi kinerjanya.

Tahun 2004 menjadi tahun dimana reformasi 
PBB disuarakan kembali termasuk mengenai DK 
PBB. Sekjen PBB Kofi Annan sendiri memprakarsai 
adanya suatu panel tingkat tinggi yang diberi nama 
High Level Panel On Threats, Challenge and 
Change. Panel ini diantaranya menghasilkan dua 
buah model proposal mengenai perluasan anggota 
DK PBB sebagaimana dalam tabel di bawah

Model A menyediakan enam kursi anggota tetap, 
tanpa hak veto, sedangkan untuk kursi anggota tidak 
tetap disediakan tiga kursi dengan jangka waktu 2 
tahun. Untuk model dua dapat terlihat dalam tabel 3 
di bawah

Dalam Model B, panel sengaja meniadakan 
keberadaan permintaan kursi anggota tetap. Meski 
demikian panel juga menciptakan kategori baru yang 
terdiri dari delapan kursi anggota yang setiap 4 tahun 
dapat diperbarui dan satu kursi anggota tidak tetap 
yang tidak dapat diperbarui selama jangka waktu 
2 tahun. Proposal ini cukup efektif mengingat dari 
keluwesan yang selalu dapat diterapkan pada empat 
wilayah dunia (Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan 
Amerika).

Terdapat beberapa kelompok yang berpartisipasi 
secara rutin terlibat dalam proses reformasi tahun 
2004, antara lain Group Of Four (G4), Uniting For 
Consensus, dan African Union. Masing-masing 
kelompok negara bangsa ini mempunyai tujuan 
masing-masing. G4 yang terdiri atas Jerman, 

Tabel 2. 
Proposal Reformasi DK PBB Model A

Regional
Jumlah 
Negara

Kursi Anggota 
Tetap

Kursi Anggota Tetap  
Yang Diminta 

Kursi Anggota Tidak Tetap Yang Diminta  
2 tahun (Tidak diperbarui)

Total

Afrika 53 0 2 4 6
Asia-Pasifik 56 1 2 3 6
Eropa 47 3 1 2 6
Amerika 35 1 1 4 6
Total 191 5 6 13 24

Sumber: Report of The Secretary General’s High Level Panel on Treaths, Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility 
(United Nations, 2004).

Tabel 3. 
Proposal Reformasi DK PBB Model B

Regional
Jumlah 
Negara

Kursi Anggota 
Tetap

Kursi Anggota Jangka Waktu  
4 tahun (Dapat Diperbarui)

Kursi Anggota Tidak Tetap Yang 
Diminta 2 tahun (Tidak diperbarui)

Total

Afrika 53 0 2 4 6
Asia-Pasifik 56 1 2 3 6
Eropa 47 3 2 1 6
Amerika 35 1 2 3 6
Total 191 5 8 11 24

Sumber: Report Of The Secretary General’s High Level Panel on Treaths, Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility 
(United Nations, 2004).
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Jepang, India dan Brazil pada mulanya menuntut 
perluasan anggota tetap dengan menyertakan 
perluasan hak veto sebagai salah satu syarat. Meski 
dalam kenyataannya kemudian banyak tuntutan 
dari kelompok negara ini yang dikurangi mengingat 
tidak semudah memberikan hak veto kepada setiap 
negara. Di lain pihak, Uniting For Consensus yang 
diprakarsai oleh negara-negara yang terlibat konflik 
dengan negara anggota G4 seperti Pakistan dan 
Italia menyatakan akan menjadi pihak oposisi bagi 
setiap usaha yang dilakukan G4 termasuk dukungan 
mereka terhadap perluasan anggota tetap dengan 
tidak menyertakan hak veto. Sementara African 
Union menjadi kelompok baru yang lahir atas 
dukungan negara-negara yang terlibat dalam G4 dan 
Uniting For Consensus mengajukan tuntutan yang 
berbeda. Mereka menuntut perluasan hak veto bagi 
anggota tetap baru.

Dewan Keamanan: Reformasi & Moneter

Masalah lain yang terjadi pada PBB bukan hanya 
menyangkut masalah reformasi dalam DK PBB, 
namun juga masalah keuangan yang dikaitkan dengan 
isu reformasi DK. Awal mula masalah keuangan 
terjadi saat terjadi krisis Kongo 1960-an. Walaupun 
telah dilakukan beberapa cara termasuk dengan 
mengurangi program-program serta melakukan 
pengetatan anggaran, masalah keuangan PBB makin 
berkembang seiring dengan banyaknya negara-
negara maju seperti AS dan Rusia yang menunggak 
untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang 
telah disepakati selama ini. Begitu pula dengan 
adanya gagasan mengenai kententuan pengurangan 
pembayaran minimum dari 0,02% (1973) menjadi 
0,01% (1978) cenderung tidak membuahkan hasil, 
bahkan hutang-hutang PBB masih saja terlihat 
menumpuk.

Salah satu usul dalam laporan panel tingkat tinggi 
tahun 2004 yang berjudul A More Secure World: Our 
Shared Responsibility menyebutkan bahwa perluasan 
anggota PBB hendaknya memasukkan negara-
negara yang secara finansial, militer dan diplomatik 
mampu untuk memberikan kontribusi besar bagi 
PBB. Banyak negara yang memiliki potensi baik 
secara finansial serta militer menjadi anggota tetap 
PBB seperti Jepang dan Jerman. Ironisnya, berbagai 
usaha yang dilakukan oleh Jerman dan Jepang 
mendapat tentangan dari Italia dan Pakistan, bahkan 
salah satu anggota tetap DK PBB, yaitu Cina, 
menolak keterlibatan Jepang di masa depan dalam 
keanggotaan tetap DK PBB mengingat Cina merasa 
masih mempunyai masalah pribadi yang belum 

terselesaikan dengan Jepang. Sementara itu African 
Union mengusulkan Nigeria, Afrika Selatan dan 
Mesir sebagai kandidat utamanya untuk menduduki 
kursi anggota tetap DK PBB. Keinginan African 
Union ini tertuang dalam sebuah proposal, pada 
intinya menginginkan penambahan enam anggota 
baru sebagai anggota tetap, termasuk dua kursi untuk 
negara Afrika.

Kenyataan di atas menarik bila dihubungkan 
dengan menggunakan kerangka pemikiran mengenai 
kepentingan nasional dari Thomas W. Robinson. 
Menurut Thomas Robinson pencapaian kepentingan 
nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 
kekuatan baik perang maupun menggunakan 
kekuatan militer lainnya. Model kedua adalah 
dengan cara aliansi yakni, suatu negara membentuk 
kerjasama dengan negara lain atas dasar persamaan 
kepentingan dan saling menguntungkan. Sementara 
dalam melakukan interaksinya dengan negara lain, 
kelompok-kelompok ini cenderung berkonflik satu 
sama lain (conflicting interest), kepentingannya 
berlainan satu sama lain, cenderung saling menjegal 
antara satu dengan yang lain.

Kerangka pemikiran lain digunakan dalam 
penelitian ini adalah organisasi internasional, 
konsep great power dan konsep hak veto. Organisasi 
internasional digunakan untuk menjelaskan DK 
PBB sebagai organ utama PBB yang diberi tugas 
untuk menjamin keamanan dan perdamaian 
internasional. Sedangkan great power digunakan 
untuk melihat keterlibatan anggota tetap DK dalam 
proses reformasi. Konsep hak veto digunakan 
untuk menjelaskan tujuan dari berbagai usaha yang 
dilakukan oleh negara-negara pereformasi yang 
sebagian besar berkeinginan menjadi anggota tetap.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa selama ini yang menjadi 
kendala reformasi DK PBB khususnya tahun 
2004 antara lain, secara ekonomi PBB mengalami 
masalah keuangan yang menahun yang kemudian 
memunculkan usulan untuk dimasukkannya 
kontributor terbesar kedua setelah AS, yaitu Jerman 
dan Jepang dalam anggota tetap DK dengan 
kompensasi dapat mengatasi masalah keuangan 
yang dialami PBB. Namun secara politik potensi 
Jerman dan Jepang terhadang oleh kekuatan-
kekuatan negara lain yang ingin menggagalkan 
proses tersebut, sehingga tidak dapat menaikkan 
posisi kedua negara maju tersebut. Dalam penelitian 
ini pula penulis menemukan bahwa seandainya bila 
reformasi sampai dilakukan, perbandingan antara 
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negara-negara anggota DK dengan keseluruhan 
anggota tetap PBB tidak akan sebanding, yang 
menjelaskan sebenarnya amandemen Pasal 23 dan 
Pasal 27 tidak mengakibatkan posisi tawar menawar 
yang berimbang, yang berarti pula masih saja 
didominasi oleh negara-negara maju. Bila pada tahun 
1965 jumlah anggota PBB melonjak menjadi sekitar 
114, dan anggota DK sebanyak 15 anggota maka 
perbandingannya menjadi 7,6 banding 1. Berarti 1 
negara anggota DK melayani sekitar 7 negara anggota 
PBB. Pada tahun 2004 bila dilakukan penambahan 
anggota DK menjadi 25 sementara anggota PBB 
mencapai 191 anggota, maka perbandingannya 
menjadi sama yaitu 1 banding 7,6. Bila dibandingkan 
dengan tahun 1965 hasilnya pun akan sama. Dengan 
kata lain reformasi, bila dilakukan, tidak banyak 
memberikan perubahan yang berarti bagi negara-
negara yang terlibat di dalamnya, kecuali menambah 
kekuasaan negara-negara maju.
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